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SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100/E/KPT/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKADEMIK
PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

PENDIDIKAN AKADEMIK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun
2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin
Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan
Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan
Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan
Akademik.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2020 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-0 -

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI AKADEMIK PENDIDIKAN JARAK JAUH
PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
AKADEMIK.

Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program
Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi
Penyelenggara Pendidikan Akademik sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

/'/ﬁ@gﬁgl)irektorat Jenderal Pendidikan Tinggi
@rian Pendidikan dan Kebudayaan,
= G\

ar1stiyant.i"nN urwardani ¢~
NG ‘I‘P’Tg6305971990022001



II.

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100/E/KPT/2020

TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN

PROGRAM STUDI AKADEMIK PENDIDIKAN
JARAK JAUH PADA PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
AKADEMIK PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

Pendahuluan

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pembukaan
program studi akademik pendidikan jarak jauh pada Perguruan Tinggi
penyelenggara pendidikan akademik di lingkungan Kemdikbud, maka
dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pembukaan program studi Pendidikan jarak jauh (Prodi PJJ) dalam pedoman

ini terdiri atas:

1. pembukaan Prodi PJJ sebagai penambahan program studi pada PT PJJ
yang telah berdiri;

2. pembukaan Prodi PJJ sebagai penambahan program studi pada
Perguruan Tinggi selain PT PJJ;

Usul pembukaan Prodi PJJ pada PT penyelenggara pendidikan akademik
dilakukan secara daring melalui http://silemkerma.kemdikbud.go.id.

Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh sebagai
Penambahan Program Studi pada PT PJJ

A. Persyaratan dan dokumen

No. | Persyaratan Dokumen
1. | Rektor/Ketua mengajukan surat e Pindai surat permohonan
permohonan pembukaan Prodi PJJ asli Rektor/Ketua PT PJJ
sebagai penambahan program studi pembukaan Prodi PJJ
pada PT PJJ kepada Dirjen Dikti. sebagai penambahan
program studi pada PT PJJ
kepada Dirjen Dikti.




No. | Persyaratan Dokumen
2. | PT PJJ dapat mengusulkan e Pindai sertifikat asli
pembukaan prodi PJJ apabila: peringkat akreditasi B atau
a. telah memiliki akreditasi perguruan Baik Sekali pada PT PJJ
tinggi dengan peringkat B atau Baik
Sekali;
b. program studi yang diusulkan
bukan program studi yang sedang
dimoratorium.
3. | Dalam hal nama program studi yang |e dokumen usul
diusulkan belum tercantum dalam penambahan nama
daftar nama program studi pada program studi beserta
Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh kelengkapannya
Kementerian, usul pembukaan
program studi mengacu pada prosedur
dan persyaratan penambahan nama
program studi yang ditetapkan oleh
Dirjen Dikti menggunakan dokumen
usul penambahan nama program studi
beserta kelengkapannya
Usul penambahan nama program studi
akademik tidak untuk program studi
yang sedang dimoratorium.
Dalam hal pembukaan program studi|e Pindai sertifikat asli
akademik pendidikan jarak jauh peringkat akreditasi B atau
program  magister dan  doktor, Baik Sekali dari bidang
Rektor/Ketua wajib melampirkan: ilmu pengetahuan dan
a. monodisiplin teknologi pada program
sertifikat peringkat akreditasi B studi akademik program
atau Baik Sekali dari bidang ilmu sarjana atau program
pengetahuan dan teknologi pada magister yang sebidang
program studi akademik program (monodisiplin);
sarjana atau program magister e Pindai sertifikat asli
yang sebidang; peringkat akreditasi B atau
b. multidisiplin Baik Sekali dari bidang
sertifikat peringkat akreditasi B ilmu pengetahuan dan
atau Baik Sekali dari bidang ilmu teknologi
pengetahuan dan teknologi pendukung pada program
pendukung pada program studi studi akademik program
akademik program sarjana atau sarjana atau program
program magister; magister (multidisiplin);
kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan
4. | Memiliki persetujuan tertulis Badan | Pindai surat persetujuan asli

Penyelenggara bagi PTS tentang
pembukaan prodi PJJ yang diusulkan

Badan Penyelenggara tentang
pembukaan prodi PJJ yang
diusulkan;




LLDIKTI di wilayah PBJJ dengan masa
berlaku rekomendasi paling lama 1

No. | Persyaratan Dokumen

S. | Memiliki pertimbangan tertulis Senat | Pindai surat pertimbangan
perguruan tinggi tentang pembukaan | asli Senat Perguruan Tinggi
prodi PJJ yang diusulkan tentang pembukaan prodi PJJ

yang diusulkan

6. | Memenuhi persyaratan minimum Formulir Instrumen
akreditasi program studi akademik Pemenuhan
sesuai standar nasional pendidikan Syarat Minimum Akreditasi
tinggi, yang dlbuktlkan melalui Pembukaan Program Studi
pengisian formulir Instrumen i
Pemenuhan Syarat Minimum Akad§m1k beserta/semus
Akreditasi Pembukaan Program Studi | L@mpirannya.

Akademik pada:
a. Program Sarjana;
b. Program Magister;
c. Program Doktor.

7. | memiliki akta notaris tentang e Pindai akta notaris asli
pendirian Badan Penyelenggara pendirian Badan
beserta perubahannya, Keputusan Penyelenggara beserta
Menteri Hukum dan HAM, dan semua perubahan, jika
keputusan izin pendirian/ pernah dilakukan
penyelenggaraan perguruan tinggi; perubahan;

e Pindai Keputusan
Menkumham (asli) tentang
pengesahan Badan
Penyelenggara sebagai
badan hukum;

o Pindai Keputusan
Presiden/Mendiknas/
Mendikbud/Menristekdikti
(asli) tentang izin pendirian
PT PJJ;

8. | Memperoleh Rekomendasi tertulis dari | Pindai Rekomendasi tertulis
LLDIKTI di domisili kampus utama (asli) dari LLDIKTI di domisili
dengan masa berlaku rekomendasi kampus utama
paling lama 1 (satu) tahun sejak
rekomendasi diterbitkan, yang
memuat:

a. Rekam jejak (termasuk legalitas)
Badan Penyelenggara (untuk PTS);
b. Rekam jejak PT pengusul;
c. Tingkat kejenuhan seluruh
program studi akademik yang
akan dibuka; dan
d. Tingkat keberlanjutan prodi PJJ
yvang diusulkan.
0. Memperoleh Rekomendasi tertulis dari |+ Pindai rekomendasi tertulis

(asli) dari LLDIKTI di




No.

Persyaratan

Dokumen

(satu) tahun sejak rekomendasi

diterbitkan, yang memuat:

a. Tingkat kejenuhan program studi
akademik yang akan dibuka di
wilayah jangkauan;

b. Tingkat keberlanjutan prodi PJJ
yang diusulkan di wilayah
jangkauan, dan

c. Tidak adanya potensi konflik
dengan perguruan tinggi yang ada
di wilayah jangkauan.

wilayah PBJJ Prodi PJJ
yang diusulkan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

10.

Dosen tetap untuk 1 (satu) program
studi paling sedikit berjumlah 5 (lima)
orang, dengan ketentuan:

a. Warga Negara Indonesia berusia

paling tinggi 58 (lima puluh
delapan) tahun bagi yang belum
punya NIDN pada saat pengusulan.
(Jika telah memiliki NIDN dan/atau
telah memiliki jabatan fungsional
maka lihat huruf g dan huruf h di

bawah).

b. Bagi calon Dosen yang belum
memiliki NIDN harus
menandatangani perjanjian

kesediaan pengangkatan sebagai
calon dosen tetap untuk usul
pembukaan program studi
akademik dengan Badan Penye-
lenggara atau Rektor/Ketua dalam
hal kewenangan menandatangani
perjanjian kesediaan telah
dilimpahkan kepada Rektor/Ketua

e Pindai KTP asli calon dosen
tetap.

e Pindai Perjanjian Kesediaan
Pengangkatan Dosen Tetap
(asli)




No.

Persyaratan

Dokumen

c. Paling rendah berijazah:

1) Magister atau Magister terapan,
atau yang setara untuk Program
Sarjana;

2) Doktor atau Doktor Terapan
untuk Program Magister dan
Program Doktor;

dalam bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi yang sesuai dengan
prodi PJJ yang akan diusulkan;

d. Pada program doktor:

1) memiliki paling sedikit 2 (dua)
orang calon Dosen Tetap dengan
jabatan akademik profesor dalam
bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi yang sesuai dengan
program studi akademik yang
akan dibuka, dan memiliki
publikasi dalam waktu 5 (lima)
tahun terakhir sekurang-
kurangnya:

a) 1 (satu) karya ilmiah pada
jurnal nasional terakreditasi
atau jurnal internasional yang
bereputasi; atau

b) 1 (satu) bentuk lain yang
diakui oleh kelompok pakar
yang ditetapkan oleh senat
perguruan tinggi.

2) Berusia paling tinggi 65 (enam
puluh lima) tahun untuk dosen
yang telah memiliki NIDN dengan
jabatan akademik bukan
profesor, atau berusia paling
tinggi 70 (tujuh puluh) tahun
untuk dosen yang telah memiliki
NIDN dengan jabatan akademik
profesor, dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang
sesuai dengan program studi
akademik yang akan dibuka,
pada saat pengusulan program
studi akademik tersebut;

e Pindai ijazah dan transkrip
(asli) semua program
pendidikan  tinggi  yang
pernah ditempuh.

e Pindai Keputusan (asli)
penyetaraan ijazah bagi
calon dosen tetap lulusan

luar negeri, dari
Kementerian yang
menangani pendidikan
tinggi.

e Pindai Keputusan jabatan
akademik (asli)
yvang mutakhir (khusus
untuk
pembukaan program studi
akademik pada program
magister atau doktor);

e Pindai Keputusan Menteri

(asli) tentang
Rekognisi Pembelajaran
Lampau (RPL) bagi calon
dosen yang disetarakan




No.

Persyaratan

| Dokumen

e. Bersedia bekerja penuh waktu

berdasarkan Ekuivalensi Waktu
Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5
(tiga puluh tujuh koma lima) jam
per minggu bagi calon dosen tetap;

Memiliki kemampuan
menyelenggarakan  pembelajaran
secara daring

. Belum memiliki Nomor Induk
Dosen Nasional atau  belum
memiliki Nomor Induk Dosen
Khusus;

e Pindai

Surat Pernyataan
Kesediaan (asli) calon dosen
tetap untuk bekerja penuh
waktu berdasarkan EWMP.

Sertifikat
kompetensi/pelatihan
pembelajaran daring

. Dalam hal dosen telah memiliki

NIDN yang berasal dari program
studi lain dalam PT yang sama,
maka Rektor/Ketua: dapat
mengusulkan calon dosen tetap
sebagaimana dimaksud pada angka
1) yang berusia paling tinggi 65
(enam puluh lima) tahun bagi yang
memiliki jabatan fungsional non
profesor atau paling tinggi 70 (tujuh
puluh) tahun bagi yang memiliki
jabatan fungsional profesor.

Bagi calon dosen yang diambil
dari program studi lain dari PT
yang sama wajib memperoleh
penugasan dari Rektor/Ketua.

Pindai Keputusan
pengangkatan sebagai dosen
tetap (asli di perguruan
tinggi;

Pindai Surat tugas (asli) dari
Rektor/Ketua;

Pindai Daftar riwayat hidup
(asli).

Dalam hal dosen telah memiliki
NIDN yang berasal dari PT lain,
maka:

1) Calon dosen tetap memiliki
Surat  permohonan  pindah
pangkalan induk (homebase)

2) Pemimpin PT lain dapat
mengusulkan calon dosen tetap
yvang berusia paling tinggl 65
(enam puluh lima) tahun bagi
yang memiliki jabatan akademik
selain profesor atau paling tinggi
70 (tujuh puluh) tahun bagi yang
memiliki  jabatan  akademik
profesor.

3) Apabila Dosen berasal dari
program studi yang
diselenggarakan secara tatap
muka, Pemimpin PT lain wajib
mempertahankan nisbah Dosen

e Surat permohonan pindah

pangkalan induk (homebase)
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No.

Persyaratan

Dokumen

dan Mahasiswa pada program

studi yang ditinggalkan. Nisbah

sebagaimana dimaksud di atas
adalah sebagai berikut:

a) 1 (satu) dosen berbanding
paling banyak 45 (empat
puluh  lima) mahasiswa
untuk rumpun ilmu agama,
rumpun ilmu humaniora,
rumpun ilmu sosial,
dan/atau rumpun ilmu
terapan (bisnis, pendidikan,
keluarga dan konsumen,
olahraga, jurnalistik, media
massa dan  komunikasi,
hukum, perpustakaan dan
permuseuman, militer,
administrasi publik, dan
pekerja sosial); dan

b) 1 (satu) dosen berbanding
paling banyak 30 (tiga puluh)
mahasiswa untuk rumpun
ilmu alam, rumpun ilmu
formal, dan/atau rumpun
ilmu terapan (pertanian,
arsitektur dan perencanaan,
teknik, kehutanan dan
lingkungan, kesehatan, dan
transportasi);

Bukan guru yang telah memiliki
Nomor Urut Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;

Bukan pegawai tetap pada instansi
lain;

Bukan Aparatur Sipil Negara,
kecuali dosen Yang Dipekerjakan
(DPK) oleh LLDIKTI setempat pada
PTS yang mengusulkan pembukaan
program studi akademik (bagi PTS).

e Pindai Perjanjian Kesediaan
Pengangkatan Dosen Tetap
(asli) antara Badan
Penyelenggara atau
Rektor/Ketua dalam hal
kewenangan
menandatangani perjanjian
kesediaan telah dilimpahkan
kepada Rektor/ Ketua, dan
calon dosen tetap.

1.1

Memiliki pendidik dengan tugas
khusus paling sedikit berjumlah 3 (tiga)
orang, yang bertugas sebagai:

1.
2.

3.

perancang pembelajaran;
penyusun dan/atau pengembang
bahan ajar dan media;

produser bahan ajar dan media;
penulis soal, tugas, dan/atau

¢ Pindaian jjazah asli
serendah-rendahnya
sarjana/sarjana terapan
dalam bidang-bidang
keahlian teknologi
pendidikan/pembelajaran,
pengembangan kurikulum,
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No. | Persyaratan Dokumen
evaluasi hasil belajar; penelitian dan  evaluasi
5. pembimbing praktik dan/atau pendidikan.
tugas akhir;
6. dan/ataupenguji.
Setiap pendidik dengan tugas khusus,
disesuaikan dengan kompetensi atau
keahliannya, dapat memiliki satu atau
lebih tugas khusus tersebut di atas.

12. | Tutor pada setiap bidang keilmuan dan | e Pindai KTP asli calon tutor
sesuai  kebutuhan masing-masing |e Ppindai ijazah dan transkrip
program studi, dengan keteqtuan: asli F— program
a) Warga Negara Indonesia dengan . g . )

. . . pendidikan  tinggi yang
identitas sebagaimana tercantum ;
dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pérna_h ditempuh. ,
b) Ditugaskan oleh Rektor PTN atau * Jundal Kepu"t}:lsan asl%
Pemimpin Organ Badan penyetaraan ifjazah bagi
Penyelenggara pengusul (bagi PTS) calon dosen tetap lulusan
sebagai tutor pada Pusat Belajar luar negeri, dari
Jarak Jauh; Kementerian yang
c) Bekerja paruh waktu, sesuai menangani pendidikan
dengan matakuliah yang tinggi
ditutorialkan;
d) Berkualifikasi paling rendah
setingkat dengan jenjang program
studi yang diampu dalam bidang
ilmu yang relevan dengan mata
kuliah yang ditutorialkan;
e) Menandatangani surat kesediaan
sebagai tutor.
13. | Tenaga Kependidikan pada kampus |e Pindai KTP asli calon tenaga

induk PTS Pendidikan Jarak Jauh

paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang

untuk melayani setiap program studi

yang paling sedikit berfungsi sebagai:

a. Administrator ujian,;

b. Laboran dan/atau teknisi;

c. Pranata teknologi informasi dan
komunikasi;

d. Pranata teknologi pendidikan

dan 1 (satu) orang penyedia layanan
sumber belajar,

dengan ketentuan:

a) Warga Negara Indonesia berusia

paling tinggi 56 (lima puluh enam)
tahun pada saat pengusulan
pendirian perguruan tinggi;

b) Paling rendah berijazah Diploma
Tiga; dan

kependidikan;

e Pindai ijazah asli calon
tenaga kependidikan; dan

e Pindai Surat Pernyataan
Kesediaan asli calon tenaga
kependidikan untuk bekerja
penuh waktu selama 37,5
(tiga puluh tujuh koma lima)
jam per minggu;
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No. | Persyaratan Dokumen
c) Bersedia bekerja penuh waktu
selama 37,5 (tiga puluh tujuh
koma lima) jam per minggu.
14. | Tenaga kependidikan pada setiap PBJJ Pindai KTP asli calon tenaga

di wilayah jangkauan mahasiswa
paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang
untuk melayani setiap program studi,
dengan ketentuan:

a) Warga Negara Indonesia berusia

paling tinggi 56 (lima puluh enam)
tahun pada saat pengusulan
pendirian perguruan tinggi;

b) Paling rendah berijazah Diploma
Tiga; dan

c) Bersedia bekerja penuh waktu
selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma
lima) jam per minggu.

kependidikan;

Pindai ijazah asli calon
tenaga kependidikan; dan
Pindai Surat Pernyataan
Kesediaan calon tenaga
kependidikan untuk
bekerja penuh waktu
selama 37,5 (tiga puluh
tujuh koma lima) jam per

minggu;

Kampus Induk dan PBJJ

15.

Di kampus induk PT PJJ yang akan
didirikan, telah tersedia sarana dan
prasarana yang terdiri atas:

a) Ruang dosen tetap paling sedikit 4
(empat) meter persegi per orang;

b) Ruang administrasi dan kantor
paling sedikit 4 (empat) meter
persegi per orang;

c¢) Ruang dan fasilitas konferensi video
dan layanan akses Internet dengan
lebar pita (bandwidth) paling sedikit
100 Mbps;

d) Server atau akses terhadap server
Sistem Informasi Manajemen dan
Sistem  Pengelola Pembelajaran
(Learning Management System)

e) Fasilitas akses pustaka daring
paling sedikit 200 judul buku dan 3
jurnal masing-masing S (lima)
eksemplar sesuai bidang keilmuan
setiap program studi  yang
diusulkan, dan harus
dikembangkan  sesuai dengan
pertambahan jumlah mahasiswa;

f) Ruang pertemuan
paling sedikit 30m2;

berukuran

kecuali ditentukan lain oleh peraturan

e Pindai

sertipikat asli hak
atas tanah dengan status
Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, atau Hak Pakai
atas nama Badan
Penyelenggara, sebagaimana
dibuktikan dengan Sertifikat
Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, atau Hak Pakai
dalam 1 (satu) wilayah keca-
matan; atau

Pindai

tentang
menyewa
(gedung).

akta notaris asli
perjanjian  sewa
prasarana

Pindai perjanjian asli
penggunaan layanan akses
internet dengan lebar pita

(bandwidth) paling sedikit
100 Mbps.
Lembar spesifikasi server

dan semua aplikasi yang
dikelola beserta lebar pita
(bandwidth) internet yang
dilanggan, dalam hal server




o

No. | Persyaratan Dokumen
perundang-undangan,; untuk  Sistem Informasi
Manajemen dan  Sistem
Dalam hal sarana dan _prasarana Pengelolaan  Pembelajaran
belum  dapat ~dipenuhi, badan) 4 dan dikelola sendiri;
penyelenggara dapat menggunakan i ) L.
prasarana atas nama pihak lain |° Pindai  perjanjian  sewa
berdasarkan perjanjian kerja sama menyewa asli layanan
dan/atau sewa menyewa yang dibuat pemanfaatan server untuk
di hadapan Notaris paling sedikit Sistem Informasi
unt_uk“waktu S (lima) tahun. sejak Manajemen dan  Sistem
perjanj}ffm sewa menyewa ditanda Pengelolaan ~ Pembelajaran
tangant; serta lebar pita (bandwidth)
Internet yang dilanggan,
dalam hal server untuk
Sistem Informasi
Manajemen dan  Sistem
Pengelola Pembelajaran
disewa dari pihak lain;

16. | Telah memiliki atau memiliki akses | Dokumen elektronik atau
terhadap peladen (server) Sistem | pindai dokumen asli
pengelola ' pembelajaran dengan spesifikasi server yang khusus
spesifikast; ; e didedikasikan untuk sistem
a. Ruang data paling sedikit 5GB .

untuk tiap mata kuliah yang PErEH o PR Ay aTaTl.
diselenggarakan;

b. Memori paling sedikit 100MB
tersedia untuk masing — masing
pengguna yang mengakses
bersamaan; dan

c. Kecepatan transfer data 100Kbps
per pengguna bersamaan untuk
akses keluar dan 25Kbps per
pengguna bersamaan untuk akses
masuk

17. | PT PJJ telah memiliki atau mempunyai

akses terhadap PBJJ pada setiap
wilayah jangkauan mahasiswa, dengan
luas lahan paling sedikit 500 (lima
ratus) meter persegi, dan tersedia
sarana dan prasarana paling sedikit,
terdiri atas:

a) 1 (satu) ruang pertemuan dengan
fasilitas konferensi video dan
layanan akses internet dengan
lebar pita paling sedikit 100 Mbps;

b) 1 (satu) ruang administrasi dan
kantor.

e Pindai bukti kepemilikan
asli gedung dan/atau ruang
dan fasilitas PBJJ, atau

e Pindai akta notaris tentang
perjanjian kerjasama atau
sewa menyewa  gedung
dan/atau ruang dan fasilitas
PBJJ

e Pindai bukti berlangganan
asli layanan akses Internet
paling sedikit untuk lebar
pita 100 Mbps.
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No. | Persyaratan Dokumen
c) sumber daya dan fasilitas lain, |e Pindai bukti kepemilikan
termasuk laboratorium, bengkel, asli gedung, atau
workshop, studio, dan/atau
tempat praktik/praktikum lainnya | ¢ Pindai akta notaris asli
melalui kerja sama dengan tentang perjanjian kerja
perguruan tinggi, lembaga, sama atau sewa menyewa
instansi, industri, dan/atau pihak laboratorium, bengkel,
lain yang memiliki fasilitas yang workshop, studio, dan/atau
memadai di wilayah jangkauan tempat praktik/ praktikum
mahasiswa; lainnya.
kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;
Kurikulum
18. | Kurikulum setiap program studi yang | ¢ Instrumen pemenuhan

diusulkan, disusun  berdasarkan
kompetensi lulusan sesuai standar
nasional pendidikan tinggi dan
ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,;

syarat minimum akreditasi

Program Studi terkait

kurikulum yang memuat:

a) profil lulusan;

b) capaian pembelajaran
Iulusan;

c) RPS dari 5 (lima) mata
kuliah penciri program
studi yang disediakan
secara daring;

d) sistem pembelajaran; dan

e) rancangan fasilitasi
merdeka belajar (hanya
untuk program sarjana)

Unit Pengelola Program Studi

19.

Memiliki struktur organisasi dan tata

kerja sebagai sebuah unit pengelola

program studi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan memiliki

unsur penunjang sebagai berikut:

a. pengembang bahan ajar, media,
dan sumber belajar;

b. pusat pengujian;

c. pengembang bank soal;

struktur organisasi dan tata
kerja yang mencantumkan
fungsi-fungsi dalam organisasi

Sistem Penjaminan Mutu Internal

20.

Perguruan Tinggi Tatap Muka telah:
a. memiliki dan melaksanakan Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

e Dokumen kebijakan (.pdf
atau pindai asli) Sistem
Penjaminan Mutu Internal
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Persyaratan Dokumen
Program Tatap Muka; PT selain PTPJJ

b. memiliki dan melaksanakan SPMI| ¢ Dokumen ringkasan audit
Program Pendidikan Jarak Jauh, mutu internal untuk PJJ,
bagi PT selain PTPJJ yang telah bagi PT selain PTPJJ yang
menyelenggarakan prodi PJJ telah menyelenggarakan
sebelum penambahan program prodi PJJ sebelum
studi diusulkan; dan/atau penambahan program

c. memiliki rancangan Sistem studi diusulkan
Penjaminan Mutu Internal
Pendidikan Jarak Jauh bagi PT
yang baru pertama kali
mengusulkan prodi PJJ

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan
program studi PJJ untuk setiap usul program studi baru, dibuat dalam
bentuk portable document format (.pdf) yang telah diisi dan
ditandatangani oleh Pemimpin PT PJJ.

2. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di
atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir
instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program
studi PJJ yang telah diisi dan ditandatangani oleh organ Badan
Penyelenggara.

3. Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh
melalui menu Panduan pada laman http:/ /silemkerma.kemdikbud.go.id.

B. Prosedur

2. Prosedur Umum
a. Tahap Kesatu
Rektor/Ketua mangajukan permohonan rekomendasi kepada
LLDIKTI di wilayah kampus induk dan di wilayah jangkauan Prodi
PJJ yang diusulkan dengan melampirkan dokumen:
1) akta notaris pendirian badan penyelenggara beserta
semua perubahannya (jika pernah dilakukan
perubahan);
2) keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan
badan penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya
Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan,;
3) keputusan izin pendirian PT PJJ serta daftar semua izin
pembukaan program studi beserta semua perubahannya;
4) persetujuan badan penyelenggara;
5) pertimbangan senat perguruan tinggi; dan
6) tingkat keberlanjutan program studi akademik yang
diusulkan

2. Tahap Kedua
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LLDIKTI memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada
Tahap Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 3) tentang legalitas
badan penyelenggara perguruan tinggi. Dalam hal legalitas badan
penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI di wilayah kampus
induk meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen
kepada instansi yang terkait.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:
1) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal
dilakukan perbaikan dokumen), dan
2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen
pada Tahap Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 4) tentang
legalitas badan penyelenggara telah dipenuhi.

3. Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

1) Rektor/Ketua mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti
melalui http:/ /silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan
melampirkan surat permohonan akun;

2) Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun;
dan

3) apabila permintaan akun belum disetujui, maka
Rektor/Ketua dapat mengajukan kembali permintaan akun.
Apabila disetujui, maka Rektor/Ketua dapat melanjutkan
proses ke prosedur khusus

4. Tahap Keempat

Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen (desk evaluation)
semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan
menugaskan Tim evaluator untuk melakukan evaluasi lapangan
(site evaluation).

1) Dalam hal evaluasi lapangan (site evaluation) menunjukkan
masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang
diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat
menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun.

2) Penerbitan izin prinsip bertujuan untuk memberikan jaminan
kepada pengusul bahwa setelah kekurangan persyaratan
dipenuhi, maka izin pembukaan Prodi PJJ diterbitkan.
Setelah terbitnya izin prinsip, pengusul dapat melakukan
investasi yang diperlukan dalam rangka pembukaan Prodi
PJJ. Setelah memperoleh Izin prinsip ini, pengusul:

e Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan
berdasarkan hasil evaluasi lapangan; dan

e dilarang menerima mahasiswa sampai izin Prodi PJJ
diterbitkan.

3) Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan kekurangan
persyaratan untuk pembukaan Prodi PJJ masih belum
terpenuhi, maka usul pembukaaan Prodi PJJ ditolak dan
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pengusul mengulang proses izin pembukaan Prodi PJJ dari
awal.

4) Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan kesesuaian
antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan,
Mendikbud menerbitkan izin pembukaan Prodi PJJ.

2. Prosedur Khusus

Setelah menyelesaikan prosedur umum pada Tahap Kesatu sampai
dengan Tahap Ketiga, Rektor/Ketua PT PJJ dapat melanjutkan proses
sesuai dengan prosedur khusus dibawah ini.

Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh sebagai
Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh (PT
PJJ)
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No

Deskripsi Aktivitas

Pengusul

Ditjen Dikti

LLDIKTI

Setjen Dikbud

® Perguruan Tinggi Pendidikan Jzarzk Jzuh (PT PL)

mangzjukzn permintazn akun kepada Direktorat

Jendral Pendidikan Tinggi melalui laman
http://silemkerma.kemdikbud.go.id, dzngan
malzmpirkan surat permchenzn zkun {PT PJJ
yang belum memiliki akun)

* Direktorst Jendersl Pendidikan Tinggi (Ditjen
Dikti) melzkukan verifikasi dokumen akun.
Apabilz permintazn zkun belum disetujui maka
PT PlJ dapat kembazli mengajukan perminiazn
skun dengan melengkapi dokumen atau syarat
yang diminta.

® PT PJJ yang telah memiliki zkun, dapat langzung

ke langkah berikutnya.

(i

/‘

§

Usul Akun I‘

[

LY

Tidzk

Verifikasi Dok,
Usul Akun

Setupa?

<~

PT PJ) mengunggah dokumen dzlam bentuk pdf
yang telzh ditandatangani, yang terdiri atas:
(1) Surat Permoheonan izin pembukazn
Program Studi Akademik PJJ pads PT P1J

kepada Mendikbud;

{2) Rekemendasi LLDIKTI di wilsyah perguruan

tinggi yang bersangkutzn dan LLDIKTI di
wilayzh jangkauan seluruh program studi
Pl) yang diusulkan;

3] Semusz Instrumsen Pemenuhan Syarat
Minimum Akreditasi Pembukaan Program
Studi yang diusulkan;

[4) Semuz Lampiran Instrumen Pemenuhzn
Syarat Minimum Akreditaszi Pembukazn
Program Studi yang diusulkan

A,

Ungzsh Dok,

Usulzn

e =

N2

® Ditjen Dikti melzkukan avzluasi tentang
pemenuhzn jumlzh dan kualifikasi dozen tatap
pada setiap program studi yang diusulkzn

Evaluasi
Diosen Tetap

* Apzbila pemenuhan jumiah dzn kuzlifikasi calon

dosen tetzp tidsk memenuhi persyaratan, usul
dinystakan belum disetujui d=n PT PJ) dapat
mengunggah kembali laman
http://silemkerma.kemdikbud.go.id

* Apzbila pemenuchan jumlizah dzan kuzlifikasi calon

dosen tetap memenuhi persyarstan, mzka
Ditjen Dikti memberiksn “Persetujusn Proses
Lanjut” melalui laman
http://silemkerma.kemdikbud.go.id

* Selznjutnya LLDIKT| mengevaluasi Instrumen
Femenuhan Syarat Minimum Akreditasi
Pembukzan Program Studi untuk kriteria salzin
dosen (tutor, tenags kependidikan, kurikulum,
unit pengalols program studi, dan sarznz
prazaranz di kampus induk dan PBL)

Apabilz evaluasi kriteriz zelain dosen {tutor, tenaga

kependidikan, kurikulum, unit pengeloia program
studi, dzn szranz prasaranz di kampus induk dzn
PBJJ) balum disetujui, maka PT FJJ dapzt
mencukupkan persyaratan, meravisi dan
mengunggah kembali usul melalui laman
http://silemkerma.kemdikbud.ge.id. Proses
berulzng revisi dan unggah kembali dapat
dilakukan maksimazl 4 (empat) kali termasuk
ungzeahan pertama.

Prozes
berulang
revisi-unggah
kembali

mengunggah

usul maksimal

4 {ampat] kali
{termasuk

unggzhan

Evaluasi
Tutor, Tendik,
Kurikulum, Sarpras
dan UPRS

]

]

]

]

1

)

]

]

]

|

]

]

1

:

| PT Pl dapat
I

I

|

|

1

1

1

]

|

:

! pertamal
I
|
I
|

T T L T

Tidzk

Setuju?

Ya
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MNo | Deskripsi Aktivitas Pengusul Ditjen Dikti LLDAKTI Setjen Dikbud
5 Apabilz evaluasi kriteriz selzin dosen {tutor, tenazs r’"

kependidikan, kurikulum, unit pengslola program A

studi, dan sarans prasarana di kampus induk dan l\

PB1J) disetujui, Ditjen Dikti memberikan Parsatujuzn

“Parsztujuzn Prozes Lenjut”

Proses Lanjut

7 | 3=zerz setelzh “Persetujuan Proses Lanjut”

diumumkan, Ditjzn Dikti bersama LLDIKTI
melzkukan avzluzsi lapangan pemenuhzn Syarat Evzluasi Lapangan |~
Minimum Akreditasi Program Studi pada

Perguruzn Tinggi Jarak Jauh. Samuz dokumen asli
wajib disizpkzn pada saat evaluasi lapangzn.

8 Dalam hal pemeriksaan pada evzluasi lzpangsn
menunjukkan masih terdapzt ketidaksesuzian
zntara dokumen yang diunggah dengan faktz di [¥ienerbitkan Ya

il pi—" i? >.~__
lapangan, maks pengusu! diminta mengungzzh Izin Prinzip e Sesual? -

pemenuhzn kekurangan atau ketidsk sesuzian itu Tidzk
berdzszrkan hasil evaluasi lapengan melalui laman

http://silemkerma kemdikbud.goid = |rocommoes-ooooo
Unggsh dokumen

untuk memperhaiki
kelidaks=suzian

berdasarkan hasil

evaluasl lapsnoan

Ungaah maksimel
2 [dua) kali s=isish
ian pinzip
diterbifan

Bila diperlukzn, Ditjen Dikti dzpat menerbitkan izin
prinsip. Szlanjutny= PT P1J wajib mengunggzh
perbaikan dokumen sesusi dengan hasil
pemeriksaan pada evaluasi lzpangzn —
Ditjzn Dikti melzkukan evaluasi dokumen untuk
memperbziki ketidaksesuszian berdasarkan hasil
evzluasi lapangan. Apabilz hazil evzlussi tersebut
belum sesuai maka PT PJJ dzpat mengunggsh
kemkbali dokumen hasil perbzaikzn melzlui laman A E———
http://silemkerma.kemdikbud.go.id.

Evzluasi dokumen
Pengungszhan dokumen perbaikan hasil evaluasi urituk memperbaiki
lapangan paling banyak 2 (dua) kzli setzlah izin Ketidaksesuasn

prinsip diterbitkan. berdazarkan hasil
evaluzs lacenoan

A

_w_m..J—‘,\\ Sezuzi? >

g

K

9 Apabilz hzsil evaluzsi seczra kesaluruhzn telzh
memanuhi parsyaratzn, Ditjen Dikti mangsjukan Penerbitan SK
usul tertulis penerbitan izin tertulis pembukaan (Surat
Program Studi PJJ padz PT PJJ kepada Sekretariat Keputusan)
Jenderal (Sesjen), dan Sesjen stas nama
Mendikbud menerbitkan Keputusan tentang izin
pendirizn Program Studi Pl padz FT Pl yang b
diusulkan

Selesai

Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, BAN-PT
atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat
akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan
evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan
Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[II. Pembukaan Prodi PJJ sebagai penambahan program studi pada Perguruan
Tinggi selain PT PJJ
A. Persyaratan dan dokumen pembukaan program studi akademik
pendidikan jarak jauh sebagai penambahan program studi pada PT
selain PT PJJ dijelaskan sebagai berikut:
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Dokumen

No. | Persyaratan

1. | Rektor/Ketua mengajukan surat|Pindai surat permohonan asli
permohonan pembukaan prodi PJJ | Rektor/Ketua tentang
sebagai penambahan program studi | pembukaan prodi PJJ sebagai
pada PT selain PT PJJ kepada | penambahan program studi pada
Mendikbud. PT selain PT PJJ kepada Dirjen

Dikti.
2. | PT selain PT PJJ dapat mengusulkan | Pindai sertifikat asli peringkat
pembukaan prodi PJJ apabila: akreditasi A atau Unggul pada
a. akreditasi perguruan tinggi program studi selain PT PJJ
memiliki peringkat akreditasi dengan nama dan jenjang yang
minimal B atau Baik Sekali; sama dengan prodi PJJ yang
b. telah memiliki program studi diusulkan
tatap muka dengan nama dan
program yang sama, serta
memiliki peringkat akreditasi A
atau Unggul;
c. program studi yang diusulkan
bukan program studi yang
sedang dimoratorium.

3. | Memiliki persetujuan tertulis Badan | Pindai surat persetujuan asli
Penyelenggara tentang pembukaan | badan penyelenggara tentang
prodi PJJ (PTS) pembukaan prodi PJJ

4. | Memiliki pertimbangan tertulis senat | Pindai surat pertimbangan asli
perguruan tinggi tentang | senat perguruan tinggi tentang
pembukaan prodi PJJ pembukaan prodi PJJ

5. | Memenuhi persyaratan minimum Formulir instrumen pemenuhan

akreditasi program studi akademik
sesuai standar nasional pendidikan
tinggi, yang dibuktikan melalui
pengisian formulir instrumen
pemenuhan syarat minimum
akreditasi pembukaan program
studi akademik pada:

a. Program Sarjana;

b. Program Magister;

c. Program Doktor.

syarat ~minimum  akreditasi
pembukaan  program  studi
akademik beserta semua
lampirannya.

Aspek Legalitas
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Persyaratan

dari LLDIKTI di wilayah jangkauan

dengan masa berlaku rekomendasi

paling lama 1 tahun sejak
rekomendasi diterbitkan, yang
memuat:

a. Tingkat kejenuhan program studi
akademik yang akan dibuka di
wilayah jangkauan;

b. Tingkat keberlanjutan prodi PJJ
yang diusulkan di wilayah
jangkauan, dan

Tidak adanya potensi konflik
dengan perguruan tinggi yang ada
di wilayah jangkauan.

No. Dokumen
6. | PTS pengusul telah memiliki akta e Pindai akta notaris asli
notaris tentang pendirian badan pendirian badan
penyelenggara beserta penyelenggara beserta semua
perubahannya, keputusan perubahan, jika pernah
pengesahan Kementerian Hukum dilakukan perubahan;
dan HAM, dan keputusan izin e Pindai keputusan
pendirian/penyelenggaraan pengesahan Menkumham asli
perguruan tinggi; tentang pengesahan badan
penyelenggara sebagai badan
hukum,
e Pindai Keputusan asli
Presiden/Mendiknas/
Mendikbud /Menristekdikti
tentang izin pendirian PT;
7. | Memperoleh Rekomendasi tertulis » Pindai Rekomendasi asli
dari LLDIKTI setempat (masa tertulis dari LLDIKTI
berlaku rekomendasi paling lama 1 setempat
tahun sejak rekomendasi
diterbitkan) yang memuat:
a. Rekam jejak (termasuk legalitas)
badan penyelenggara (untuk
PTS);
b. Rekam jejak PT pengusul,;
c. Tingkat kejenuhan seluruh
program studi akademik yang
akan dibuka (termasuk program
studi akademik tatap muka) ;
dan
d. Tingkat keberlanjutan program
studi akademik yang diusulkan.
8. | Memperoleh Rekomendasi tertulis * Pindai rekomendasi tertulis

(asli) dari LLDIKTI di wilayah
jangkauan Prodi PJJ yang
diusulkan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan




59

Persyaratan Dokumen

e Pindai KTP asli calon dosen
tetap.

Dosen tetap untuk 1 (satu) program
studi paling sedikit berjumlah 5
(lima) orang, dengan ketentuan:

a. Warga Negara Indonesia berusia

paling tinggi 58 (lima puluh
delapan) tahun bagi yang belum
punya NIDN pada saat
pengusulan. (Jika telah memiliki
NIDN dan/atau telah memiliki
jabatan fungsional maka lihat
huruf g dan huruf h di bawah).

. Bagi calon Dosen yang belum

memiliki NIDN harus
menandatangani perjanjian
kesediaan pengangkatan sebagai
calon dosen tetap untuk setiap
usul pembukaan program studi
akademik dengan Badan Penye-
lenggara atau  Rektor/Ketua
dalam hal kewenangan menan-
datangani perjanjian kesediaan

¢ Pindai Perjanjian Kesediaan
Pengangkatan Dosen Tetap
(asli)

terapan, atau yang setara
untuk Program Sarjana;

2) Doktor atau Doktor Terapan
untuk Program Magister dan
Program Doktor;

dalam bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi yang sesuai
dengan program studi akademik
yang akan diusulkan;

d. Pada program doktor:

1) memiliki paling sedikit 2 (dua)
orang calon Dosen Tetap
dengan jabatan akademik
profesor dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang sesuai dengan
program studi akademik yang
akan dibuka, dan memiliki
publikasi dalam waktu 5
(lima) tahun terakhir
sekurang-kurangnya:

a) 1 (satu) karya ilmiah pada

jurnal nasional terakre-

telah dilimpahkan kepada
Rektor/Ketua

. Paling rendah berijazah: e Pindai ijazah dan transkrip
1) Magister atau Magister (asli) semua program

pendidikan tinggi yang pernah
ditempuh.

e Pindai Keputusan (asli)
penyetaraan ijazah bagi calon
dosen tetap lulusan luar

negeri, dari Kementerian yang
menangani pendidikan tinggi.

e Pindai Keputusan jabatan
akademik (asli)
yang.mutakhir (khusus untuk
pembukaan program studi
akademik pada program
magister atau doktor);

Menteri
(asli) tentang
Rekognisi Pembelajaran
Lampau (RPL) bagi calon dosen
yang disetarakan

e Pindai Keputusan
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No. | Persyaratan Dokumen
ditasi atau jurnal
internasional yang

bereputasi; atau

b) 1 (satu) bentuk lain yang
diakui oleh  kelompok
pakar yang ditetapkan oleh
senat perguruan tinggi.

2) Berusia paling tinggi 65
(enam puluh lima) tahun
untuk dosen yang telah
memiliki NIDN dengan
jabatan akademik bukan
profesor, atau berusia paling
tinggi 70 (tujuh puluh) tahun
untuk dosen yang telah
memiliki NIDN dengan
jabatan akademik profesor,
dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang sesuai dengan program
studi akademik yang akan
dibuka, pada saat
pengusulan program studi
akademik tersebut;

e. Bersedia bekerja penuh waktu
berdasarkan Ekuivalensi Waktu
Mendidik Penuh (EWMP), yaitu
37,5 (tiga puluh tujuh koma lima)
jam per minggu bagi calon dosen
tetap;

f. Belum memiliki Nomor Induk
Dosen Nasional atau belum
memiliki Nomor Induk Dosen
Khusus;

g. Dalam hal dosen telah memiliki
NIDN yang berasal dari program
studi lain dalam PT yang sama,
maka Rektor/Ketua:

2) wajib mempertahankan
nisbah Dosen dan
Mahasiswa pada
program studi yang
ditinggalkan.

Nisbah sebagaimana

dimaksud di atas sebagai
berikut:

e Pindai Surat Pernyataan
Kesediaan (asli) calon dosen
tetap untuk bekerja penuh
waktu berdasarkan EWMP.
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a) 1 (satu) dosen berbanding
paling banyak 45 (empat
puluh lima) mahasiswa
untuk rumpun ilmu agama,
rumpun ilmu humaniora,
rumpun ilmu sosial,
dan/atau rumpun ilmu
terapan (bisnis, pendidikan,
keluarga dan konsumen,
olahraga, jurnalistik, media
massa dan komunikasi,
hukum, perpus-takaan dan
permuseuman, militer,
administrasi publik, dan
pekerja sosial); dan

b) 1 (satu) dosen berbanding
paling banyak 30 (tiga
puluh) mahasiswa untuk
rumpun ilmu alam, rumpun

formal, dan/atau

ilmu terapan
(pertanian, arsitektur dan
perencanaan, teknik,
kehutanan dan lingkungan,
kesehatan, dan
transportasi);

2) dapat mengusulkan calon dosen
tetap sebagaimana dimaksud
pada angka 1) yang berusia
paling tinggi 65 (enam puluh
lima) tahun bagi yang memiliki
jabatan fungsional non profesor
atau paling tinggi 70 (tujuh
puluh) tahun bagi yang memiliki
jabatan fungsional profesor.

ilmu
rumpun

Bagi calon dosen yang diambil
dari program studi lain dari PT
yang sama wajib memperoleh
penugasan dari Rektor/Ketua.

h. Dalam hal dosen telah memiliki
NIDN yang berasal dari PT lain,
maka:

1) Pemimpin lain
memberikan lolos
butuh persetujuan pindah;

2) Pemimpin PT lain dapat

PT
surat

mengusulkan calon dosen

e Pindai keputusan asli

pengangkatan

dosen tetap di
tinggi;

e Pindai surat tugas asli dari
Rektor/Ketua,

e Pindai Daftar riwayat hidup

perguruan




<O =

No.

Persyaratan

Dokumen

tetap yang berusia paling

tinggi 65 (enam puluh lima)

tahun bagi yang memiliki
jabatan akademik selain

profesor atau paling tinggi 70

(tujuh puluh) tahun bagi

yang memiliki jabatan

akademik profesor.

Apabila Dosen berasal dari

program studi yang

diselenggarakan secara tatap
muka, Pemimpin PT lain
wajib mempertahankan
nisbah Dosen dan

Mahasiswa pada program

studi yang ditinggalkan.

Nisbah sebagaimana

dimaksud di atas adalah

sebagai berikut:

a) 1 (satu) dosen berbanding
paling banyak 45 (empat
puluh lima) mahasiswa
untuk rumpun ilmu
agama, rumpun ilmu
humaniora, rumpun ilmu
sosial, dan/atau rumpun
ilmu terapan (bisnis,
pendidikan, keluarga dan
konsumen, olahraga,
jurnalistik, media massa
dan komunikasi, hukum,
perpustakaan dan
permuseuman, militer,
administrasi publik, dan
pekerja sosial); dan

b) 1 (satu) dosen berbanding
paling banyak 30 (tiga
puluh) mahasiswa untuk
rumpun ilmu  alam,
rumpun ilmu
formal, dan/atau
rumpun ilmu terapan
(pertanian, arsitektur dan
perencanaan, teknik,
kehutanan dan
lingkungan, kesehatan,
dan transportasi);

asli.
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2)

Dalam hal dosen telah memiliki
NIDN yang berasal dari PT lain,
maka:

1) Pemimpin PT lain memberikan

surat lolos butuh persetujuan

pindah;

Pemimpin PT lain wajib memper-

tahankan nisbah Dosen dan

Mahasiswa pada program studi

yang ditinggalkan. Nisbah seba-

gaimana dimaksud di atas adaah
sebagai berikut:

c) 1 (satu) dosen berbanding
paling banyak 45 (empat
puluh lima) mahasiswa untuk
rumpun ilmu agama, rumpun
ilmu humaniora, rumpun ilmu
sosial, dan/atau rumpun ilmu
terapan (bisnis, pendidikan,
keluarga dan  konsumen,
olahraga, jurnalistik, media

massa dan komunikasi,
hukum, perpustakaan dan
permuseuman, militer,

administrasi  publik, dan
pekerja sosial); dan

d) 1 (satu) dosen berbanding
paling banyak 30 (tiga puluh)
mahasiswa untuk rumpun
ilmu alam, rumpun ilmu
formal, dan/atau rumpun
ilmu terapan (pertanian,
arsitektur dan perencanaan,
teknik, kehutanan dan
lingkungan, kesehatan, dan
transportasi);

3) dapat mengusulkan calon dosen

tetap sebagaimana dimaksud
pada angka 1) yang berusia paling
tinggi 65 (enam puluh lima) tahun
bagi yang memiliki jabatan
fungsional non profesor atau
paling tinggi 70 (tujuh puluh)
tahun bagi yang memiliki jabatan
fungsional profesor.
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Bagi calon dosen yang diambil
dari PT lain, wajib memperoleh
penugasan dari Rektor/Ketua.

m. Bukan guru yang telah memiliki Pindai Perjanjian Kesediaan
Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Pengangkatan Dosen Tetap
Kependidikan,; (asli) antara Badan

n. Bukan pegawai tetap pada Penyelenggara atau
instansi lain; Rektor/Ketua dalam hal

o. Bukan Aparatur Sipil Negara, kewenangan menandatangani
kecuali dosen Yang Dipekerjakan perjanjian  kesediaan telah
(DPK) oleh LLDIKTI setempat| dilimpahkan kepada Rektor/
pada PTS yang mengusulkan Ketua, dan calon dosen tetap.
pembukaan program studi
akademik (bagi PTS).

Memiliki pendidik dengan tugas |e Pindaian ijazah asli serendah-

khusus paling sedikit berjumlah 3 rendahnya sarjana/sarjana

(tiga) orang, yang bertugas sebagai: terapan dalam bidang-bidang

1. perancang pembelajaran; . "

keahlian teknologi
£: penyusin d.an/ Sl pendidikan/pembelajaran,
pengembang bahan ajar dan ;
> pengembangan kurikulum,
mesie; ) ) penelitian dan evaluasi
3. produser bahan ajar dan media; i
) pendidikan.

4. penulis soal, tugas, dan/atau i
evaluasi hasil belajar;

5. pembimbing praktik dan/atau
tugas akhir;

6. dan/ataupenguji.

Setiap pendidik dengan tugas

khusus, disesuaikan dengan

kompetensi atau keahliannya, dapat

memiliki satu atau lebih tugas

khusus tersebut di atas.

10. | Tutor pada setiap bidang keilmuan |e Pindai KTP asli calon tutor

kebutuhan
studi,

dan sesuai
masing program
ketentuan:

a) Warga Negara Indonesia dengan
identitas sebagaimana
tercantum dalam Kartu Tanda
Penduduk (KTP)

b) Ditugaskan oleh Rektor PTN atau
Pemimpin Organ Badan
Penyelenggara pengusul (bagi

masing-
dengan

Pindai ijazah dan transkrip
asli semua program
pendidikan tinggi yang pernah
ditempubh.

Pindai Keputusan asli
penyetaraan ijazah bagi calon
dosen tetap Ilulusan luar
negeri, dari Kementerian yang
menangani pendidikan tinggi
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PTS) sebagai tutor pada Pusat
Belajar Jarak Jauh;
c) Bekerja paruh waktu,

dengan matakuliah
ditutorialkan;

d) Berkualifikasi
setingkat dengan jenjang
program studi yang diampu
dalam bidang ilmu yang relevan
dengan mata kuliah yang
ditutorialkan;

e) Menandatangani surat kesediaan
sebagai tutor.

sesuai
yang

paling rendah

11.

Tenaga Kependidikan pada kampus

induk PT Pengusul paling sedikit

berjumlah 2 (dua) orang untuk

melayani setiap program studi yang

paling sedikit berfungsi sebagai:

a. Administrator ujian;

b. Laboran dan/atau teknisi,

c. Pranata teknologi informasi dan
komunikasi;

d. Pranata teknologi pendidikan

dan 1 (satu) orang penyedia layanan
sumber belajar,
dengan ketentuan:

a) Warga Negara Indonesia berusia

paling tinggi 56 (lima puluh
enam) tahun  pada
pengusulan pendirian
perguruan tinggi;

b) Paling rendah berijazah Diploma
Tiga; dan

c) Bersedia bekerja penuh waktu
selama 37,5 (tiga puluh tujuh
koma lima) jam per minggu.

saat

e Pindai KTP asli calon tenaga
kependidikan;

e Pindai ijazah calon tenaga
kependidikan; dan

e Pindai Surat Pernyataan
Kesediaan asli calon tenaga
kependidikan untuk bekerja
penuh waktu selama 37,5 (tiga
puluh tujuh koma lima) jam
per minggu,

12,

Tenaga kependidikan pada setiap
PBJJ di wilayah  jangkauan
mahasiswa paling sedikit berjumlah
1 (satu) orang untuk melayani setiap
program studi, dengan ketentuan:

d) Warga Negara Indonesia berusia

paling tinggi 56 (lima puluh
enam) tahun pada saat
pengusulan pendirian perguruan
tinggi;

e) Paling rendah berijazah Diploma
Tiga; dan

e Pindai KTP asli calon tenaga

kependidikan,;

e Pindai ijazah calon tenaga
kependidikan; dan

e Pindai Surat Pernyataan
Kesediaan calon tenaga

kependidikan untuk bekerja
penuh waktu selama 37,5
(tiga puluh tujuh koma lima)
jam per minggu,
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a) Bersedia bekerja penuh waktu
selama 37,5 (tiga puluh tujuh
koma lima) jam per minggu.

Kampus Induk dan PBJJ

13.

Di kampus induk PT PJJ yang akan
didirikan, telah tersedia sarana dan
prasarana yang terdiri atas:

g) Ruang dosen tetap paling sedikit
4 (empat) meter persegi per
orang;

h) Ruang administrasi dan kantor
paling sedikit 4 (empat) meter
persegi per orang;

i) Ruang dan fasilitas konferensi
video dan layanan akses Internet
dengan lebar pita (bandwidth)
paling sedikit 100 Mbps;

j) Server atau akses terhadap
server Sistem Informasi
Manajemen dan Sistem Pengelola
Pembelajaran (Learning

Management System)

k) Fasilitas akses pustaka daring
paling sedikit 200 judul buku
dan 3 jurnal masing-masing 95
(lima) eksemplar sesuai bidang
keilmuan setiap program studi

yang diusulkan, dan harus
dikembangkan sesuai dengan
pertambahan jumlah
mahasiswa;

) Ruang pertemuan berukuran
paling sedikit 30m2;

kecuali ditentukan lain  oleh

peraturan perundang-undangan;

Dalam hal sarana dan prasarana
belum dapat dipenuhi, badan
penyelenggara dapat menggunakan
prasarana atas nama pihak lain

e Pindai sertipikat asli hak atas
tanah dengan status Hak
Milik, Hak Guna Bangunan,
atau Hak Pakai atas nama

Badan Penyelenggara,
sebagaimana dibuktikan
dengan Sertifikat Hak Milik,
Hak Guna

Bangunan, atau Hak Pakai
dalam 1 (satu) wilayah keca-
matan; atau

e Pindai akta notaris asli tentang
perjanjian sewa  menyewa
prasarana (gedung).

e Pindai perjanjian asli
penggunaan layanan akses
internet dengan lebar pita
(bandwidth) paling sedikit 100
Mbps.

e Lembar spesifikasi server dan
semua aplikasi yang dikelola
beserta lebar pita (bandwidth)
internet yang dilanggan, dalam
hal server untuk Sistem
Informasi Manajemen dan
Sistem Pengelolaan
Pembelajaran  dimiliki dan
dikelola sendiri;

e Pindai perjanjian
menyewa asli
pemanfaatan server
Sistem Informasi Manajemen

Sistem Pengelolaan

sewa
layanan
untuk

dan
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berdasarkan perjanjian kerja sama Pembelajaran serta lebar pita
dan/atau sewa menyewa yang (bandwidth) Internet yang
dibggt di hadapan Notaris paling dilanggan, dalam hal server
sedikit unt'uk"waktu S (lima) tahun K Sabem Informasi
sejak perjanjian sewa menyewa untu. -
ditanda tangani; Manajemen dan Sistem

Pengelola Pembelajaran disewa
dari pihak lain;
14. | PT selain PT PJJ telah memiliki atau | ¢ Pindai bukti kepemilikan asli
mempunyai akses terhadap PBJJ gedung dan/atau ruang dan
pada setiap wilayah jangkauan fasilitas PBJ. ataui
mahasiswa, dengan luas lahan . , ’ .
paling sedikit 500 (lima ratus) meter ° Pm.dalu Akta nc?tarls tentang
persegi, dan tersedia sarana dan | Pctjanjian kerjasama  atau
prasarana paling sedikit, terdiri sewa menyewa gedung
atas: dan/atau ruang dan fasilitas
a) 1 (satu) ruang pertemuan dengan PBJJ
fasilitas konferensi video dan|e Pindai bukti berlangganan
layanan akses internet dengan | Jayanan akses Internet paling
lebar pita paling sedikit 100 | sedikit untuk lebar pita 100
Mbps; Mbps.

b) 1 (satu) ruang administrasi dan
kantor.

c) sumber daya dan fasilitas lain, | e Pindai asli bukti kepemilikan
termasuk laboratorium, bengkel, gedung, atau
workshop, studio, dan/atau
tempat praktik/praktikum | ¢ Pindai asli akta notaris tentang
lainnya melalui kerjasama perjanjian  kerjasama atau
dengan perguruan tinggi, sewa-menyewa laboratorium,
lembaga, instansi, industri, bengkel, workshop, studio,
dan/atau pihak lain yang| dan/atau tempat praktik/
memiliki fasilitas yang memadai praktikum lainnya.
di wilayah jangkauan mahasiswa;

kecuali ditentukan lain  oleh

peraturan perundang-undangan;

15. | Telah memiliki atau memiliki akses | Dokumen elektronik atau

terhadap peladen (server) Sistem
pengelola pembelajaran  dengan
spesifikasi:

a. Ruang data paling sedikit 5GB
untuk tiap mata kuliah yang
diselenggarakan;

b. Memori paling sedikit 100MB
tersedia untuk masing — masing

pengguna yang  mengakses
bersamaan; dan

c. Kecepatan transfer data
100Kbps per pengguna

pindaian dokumen asli
spesifikasi server yang khusus
didedikasikan untuk sistem
pengelola pembelajaran.
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bersamaan untuk akses keluar
dan 25Kbps per pengguna
bersamaan untuk akses masuk

Kurikulum

16.

Kurikulum setiap program studi
yang diusulkan, disusun
berdasarkan kompetensi lulusan
sesuai standar nasional pendidikan
tinggi dan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

e Instrumen Pemenuhan Syarat
Minimum Akreditasi Program
Studi terkait kurikulum yang

memuat:

a) Profil lulusan;

b) Capaian pembelajaran
lulusan;

c) RPS dari 5 (lima) mata
kuliah penciri program
studi yang disediakan

secara daring;
d) Sistem pembelajaran; dan
e) Rancangan fasilitasi
merdeka belajar (hanya
untuk program Sarjana)

Unit Pengelola Program Studi

1¥:

dan
sebuah unit
studi sesuai

Memiliki struktur organisasi
tata kerja sebagai
pengelola program
dengan  peraturan  perundang-
undangan dan memiliki unsur
penunjang sebagai berikut:

a. pengembang bahan ajar, media,

dan sumber belajar;
b. pusat pengujian;
c. pengembang bank soal;

struktur organisasi dan tata
kerja yang  mencantumkan
fungsi-fungsi dalam organisasi

Sistem Penjaminan Mutu Internal

18.

Perguruan Tinggi Tatap Muka telah:

a. memiliki dan melaksanakan
Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI) Program Tatap
Muka;

b. memiliki dan melaksanakan

SPMI Program Pendidikan Jarak
Jauh, bagi PT selain PTPJJ yang
telah menyelenggarakan prodi
PJJ sebelum

program studi

penambahan
diusulkan;

e Dokumen kebijakan (.pdf
atau pindai asli) Sistem
Penjaminan Mutu Internal
PT selain PTPJJ

Dokumen ringkasan audit
mutu internal untuk PJJ,
bagi PT selain PTPJJ yang
telah menyelenggarakan
prodi PJJ sebelum
penambahan program studi
diusulkan
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dan/atau

c. memiliki rancangan  Sistem
Penjaminan Mutu Internal
Pendidikan Jarak Jauh bagi PT
yang baru pertama kali
mengusulkan prodi PJJ

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi
pembukaan prodi PJJ untuk setiap usul program studi baru, dibuat
dalam bentuk portable document format (.pdf) yang telah diisi dan
ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi.

2. semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua
persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari formulir instrumen pemenuhan syarat minimum
akreditasi pembukaan prodi PJJ yang telah diisi dan ditandatangani
oleh Rektor/Ketua.

3. formulir instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh
melalui menu Panduan pada laman
http:/ /silemkerma.kemdikbud.go.id.

Prosedur Pembukaan prodi PJJ sebagai Penambahan Program Studi pada PT
selain PTJJ

1. Prosedur Umum
a. Tahap Kesatu
Rektor/Ketua mangajukan permohonan rekomendasi kepada
LLDIKTI di wilayah kampus induk dan di wilayah jangkauan Prodi
PJJ yang diusulkan dengan melampirkan dokumen:

1) akta notaris pendirian badan penyelenggara beserta
semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);

2) keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan
badan penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya
keputusan pengesahan Kementerian kumham untuk
Yayasan;

3) keputusan izin pendirian PT selain PT-PJJ dan izin
pembukaan program studi tatap muka yang sesuai
dengan progam studi PJJ yang diusulkan beserta semua
perubahannya;

4) persetujuan badan penyelenggara;

5) pertimbangan senat perguruan tinggi; dan

6) tingkat keberlanjutan program studi akademik yang
diusulkan

b. Tahap Kedua

LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada
Tahap Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 3) tentang legalitas
badan penyelenggara perguruan tinggi. Dalam hal legalitas badan
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penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI di wilayah kampus
induk meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen
kepada instansi yang terkait.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

1) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal
dilakukan perbaikan dokumen), dan

2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada
Tahap Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 4) tentang
legalitas badan penyelenggara telah dipenuhi.

c. Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

1) Rektor/Ketua mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti
melalui http: / /silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan
melampirkan surat permohonan akun;

2) Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan

3) apabila permintaan akun belum disetujui maka Rektor/Ketua
dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila
disetujui maka Rektor/Ketua dapat melanjutkan proses ke
prosedur khusus

d. Tahap Keempat

Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen (desk evaluation)
semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan
menugaskan Tim evaluator untuk melakukan evaluasi
lapangan (site evaluation).

1) Dalam hal evaluasi lapangan (site evaluation) menunjukkan
masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang
diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat
menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun. :

2) Penerbitan izin prinsip bertujuan untuk memberikan
jaminan kepada pengusul bahwa setelah kekurangan
persyaratan dipenuhi, maka izin pembukaan Prodi PJJ
diterbitkan. Setelah terbitnya izin prinsip, pengusul dapat
melakukan investasi yang diperlukan dalam rangka
pembukaan Prodi PJJ. Setelah memperoleh Izin prinsip ini,
pengusul:

e Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan
berdasarkan hasil evaluasi lapangan; dan

e dilarang menerima mahasiswa sampai izin Prodi PJJ
diterbitkan.

3) Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan
kekurangan persyaratan untuk pembukaan Prodi PJJ masih
belum terpenuhi, maka usul pembukaaan Prodi PJJ ditolak
dan pengusul mengulang proses izin pembukaan Prodi PJJ
dari awal.

4) Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan kesesuaian
antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan,
Mendikbud menerbitkan izin pembukaan Prodi PJJ.
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Setelah menyelesaikan prosedur umum pada Tahap Kesatu sampai
dengan Tahap Ketiga, Rektor/Ketua PT selain PT PJJ dapat
melanjutkan proses sesuai dengan prosedur khusus dibawah ini.

Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh sebagai

Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi selain PT PJJ

rl

Deskripsi Aktivitas

Pengusul

Ditjen Dikti

LLDIKTI

Setjen Dikbud

o>

* Perguruan Tinggi selain Perguruan Tinggi
Pendidikan Jarzk Jauh (PT PJ]} mengajukan
permintazn skun kepada Direktorat Jendrsl
Pendidikan Tinggi melslui laman
http://silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan
melampirksn surat permohonzn akun (bagi PT
selzin PT Pl yang belum mamiliki akun)

* Direktorat Jandersl Pendidikan Tingzi (Ditjan
Dikti) melzkukan verifikasi dokumen akun.
Apabilz permintazn skun belum dize
PT zelain PT PJJ dzpat kembali mengajukan
permintaan akun dengan melengkapi dokumen
2tau syarat yang diminta.

* PT selain PT PJ) yang telah memiliki akun, dapat
lanzsung ke langksh berikutnya.

tujui maka

£
)

( Mutsi )

U=u£Akun 1‘

—

Verifikasi Dok,
Usul Akun

2 PT selain PT PJ) mengunggah dokumen dalam
bentuk pdf yang telzh ditand=tangzni, yang terdiri
atas:

(1) Surat Fermohonan izin pembukazn
Frogram Studi Akademik P}J pzda PT selain
FT FJJ kepada Mendikbud;

Rekomendasi LLDIKTI di wilayah parguruan
tinggi yang bersangkutzn dan LLDIKTI di
luruh program studi

(2

wilayzh jangkauzn =2
Pll yang diusulkan;
Semuz Instrumen Pemenuhan Syarat
Minimum Akreditzasi Pembuksan Program

(2)

Studi yang diusulkan;

Semuz Lampiran Instrumen Femenuhzn
Syarzt Minimum Akreditasi Pembukazn
Fregram Studi yang diusulkzan

[4)

4,

Unggah Dok.

Usulan

e

w
-

Ditjan Dikti melskukan evaluasi tentang
pemenuhzn jumlzh dan kualifikasi dosen tetap
pzda setiap program studi yang diusulkzn

Evaluzsi
Dosen Tetap

Apzbila pemanuhan jumiah dan kuzlifikasi calen
dosen tetzp tidek memenuhi persysratan, usul
dinystakan belum disetujui dan PT selain PTFJ)
dapzt mengunggzh kembali laman
http://silemkerma_kemdikbud.go.id
* Apzhila pemenuhan jumish dzn kuzlifikasi calon
dosen tetzp memenuhi parsyaratan, maka
Ditjen Dikti memberikzn “Fersetujuzn Proses
Lanjut” meialui laman
http://silemkerma.kemdikbud.go.id
® Szlznjutnya LLDIKTI mengevaluzsi Instrumen
Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi
Pembukzan Frogram Studi untuk kriteria salzin
dosen (tutor, tenagz kependidikan, kurikulum,
unit pengaicla program studi, dan sarzna
praszranz di kampus induk d=n PS1}

5 Apabilz evaluasi kriteriz zelzin dosen [tutor, tenags
kependidikan, kurikulum, unit pengelola program
studi, dan szrana prasaranz di kampus induk dzn
PBJJ) belum disetujui, maks PT selzin FT PJl dapat
mencukupkan parsyaratan, merevizi dan
mengungzah kembali usul malalui laman
hetp://silemkerma.kemdikbud.go.id. Pros=s
berulang revisi dan unggzh kembali dapat
dilakukan maksimzl 4 (empat] kali termasuk
unggahan pertams.

Prozas
berulang
revisi-ungzgah
kambali

PT selzin PT PU
dapat
mengunggah
usul maksimal
4 (ampat) kzli
{termasuk
unggzhan

!
\"x.

m

< Sefuju? //

Tldak\[/

Evaluzsi Tutor,
Tendik, Kurikulum,
Sarpeas dan UPPS

pertama)

_--_-_'J‘_______--..___-__l,h-_--_____-

Tidzk
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No | Deskripsi Aktivitas Pengusul Ditjen Dikti LLDIKTI Setjen Dikbud

6 Apabilz evaluasi kriteria selain dosen [tutor, tenags
kependidikan, kurikulum, unit pengelola program
studi, dzn szrana prasaranz di kampus induk dzn
PBJJ] disetujui, Ditjen Dikti memberikan
“Persetujuan Proses Lanjut”

Persetujuzn

Proses Lanjut

T s Segera setelah “Persstujuan Freses Lanjut”
diumumkan, Ditjen Dikti bersama LLDIKTI A
melzkukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat Ewzluzsi Lapangan {
Minimum Akreditasi Program Studi pads
Perguruan Tinggi Jarzk Jauh. Semua dokumen aszli
wazjib disiapkan pads sast evaluzsi lapangan.

8 Dzlzm hal pemeriksaan pada svaluasi lapangan

menunjukkan mazsih terdspat ketidzksesuzizn -

zntara dokumen yang diunggah dengzn fakta di IVienerbitkan // | . Yz
lapangan, mzka pengusul diminta mengunggah Izin Frinsip << oesual? =
pemenuhan kekurangzn atzu ketidak sesusizn ity Tidzk

berdaszrkan hasil evaluasi lzpangzn melzlui laman

http://silemkerma.kemdikbud.go.id e e i
Unggah dokumen

i e
memperbaiki ketidzksasuzizn berdzssarkan hasil 2 (duz] el setzlan

i
1 1]
| 1
Bilz diparlukan, Ditjen Dikti dapat menerbitkan izin || Wniuk mempstbaki |
prinsip. Szlznjutnya FT selzin PT P wajib | kebidaksesuaian |
mengungzzh perbaikan dokumen sesuai dengan | berdasarkan hasl |
hasil pemeriksazn pads evaluasi lzpangan | evaluasilapangan ||
1 1
! Unoosk =i 1
Ditjen Dikti melzkukzan evaluasi dokumen untuk 1 it moKsma) 1
1
i |
] 1
| ]
i |
[} !
J

evaluasi Izspangan. Apabila hasil evaluasi terszbut Iz?n prr\f‘wlp
belum sesuzi maks PT selain PT PJ dapat Herhiban
mengunggsh kembali dokumen hasil parbaikan i
melzlui laman
http://silemicerma.kemdikbud.geo.id. Evaluasi dokumen
untuk mempetbaii
Pengungzzhan dokumen perbaikan hasil evaluasi r=lidaksesuaan
lapangan paling banyzk 2 (dua) kzli setelzh izin berdasarkan nasi!
prinsip diterbitkan. evaluasi fapangan
4,/‘\
\—-———</ Sesuai?
L -
T~
El Apabilz hasil evsluasi secara keseluruhan telah
memenuhi persyzratan, Ditjen Dikti mengajukan Fenerbitan SK
usul tertulis penerkitan izin tertuliz pembukzan {Surat
rogram Studi PJJ pada PT selzin PT Pi) kepada Keputusan}

Sekretarizt Jenderal {Sesjen), dan Sesjen stas nama
IMendikbud menerbitkan Keputusan tentang izin
pendirian Program Studi P} pada PT salzin PT PJJ
yang diusulkan

Selaszi

Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, BAN-PT
atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat
akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan
evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan
Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



-35-

III. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan Program Studi Akademik

a. Surat Permohonan Pembukaan Prodi PTS

Perguruan Tinggi XYZ
Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia Telepon: 020 -
301010 Fax: 020 — 303035 — Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id
Nomor : 7/PT../../2020
Hal : Usul Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh

sebagai Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi
Penyelenggara Pendidikan Akademik

Lampiran  : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Gedung A Lantai 2 Kemdikbud
J1. Jenderal Sudirman
Jakarta

Melalui surat Rektor/Ketua* Universitas/Institut/Sekolah
Tinggi*.... mengusulkan pembukaan Program Studi Akademik pada
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* ...., dengan Program Studi Akademik sebagai
berikut:

1. Program Studi .......c......... pada program Sarjana/Magister/Doktor*
2. Program Studi ................. pada program Sarjana/Magister/Doktor*
3. Program Studi ................. pada program Sarjana/Magister/Doktor*
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan .... (....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai
berikut:

*) Pilih salah satu kota,....peeeeenens 20...
Rektor/Ketua,

tertanda dan cap/stempel

-------------------------------
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b. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

NOTARIS
WILAYAH KERIA PROPINSIJAWA BARAT

S MENTERI HUKUM DAN HAX ASAS) HMANUSIA REPUSLIX INDONESIA
NOMOR C-00. ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JUL 2005

GRIVA IDAMAN
L JENGKELIN 53
GUNUNG HALU = KADUNGDARA 13333

TELP. (022) 277777 - 1849959

SALINAN
AKTA : PENDIRUAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR H
TANGGAL 12 Desember 2012

- Nyonya MUSAROH, Lahir of Saiubyr, pada tanggel 15-06-1952

(Ema belas Juni seribu sembian ratus Bma pulsh dua), Dagang,

Wargs hegarz Indonesia, bertempet tinggal of Kebupaten

Buusukan, Kecamatan Kemnggor, Kpurzhan/Desa Ketanggor,

Rulan Tetangge Nomoe: 07, Rukun Wearge Nomor @ 07,

Pemegang Kartu Tanda Pencuduk Nomer © 1500/935150991; -

2. Tuan H.ROSIDY, labir i KaSupeten Brebes, pade tanggel 18-05-1565

(delapan beiss Agustus seribu sembilen ratus enam puich delepen),
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, b toggal & K

Bungur, Mecamatan Ketanggor, Keurchon/Desa Ketanggor, Rukun

Tetangga Nomer : 06, Rukun Warga Nomae 2 06, wmmmsememnems
Peregang Kadu Tasts Penduduk dengan  Nomor  Induk
Kependuduian : 3329161508680003; -

3. Tuan ROZAKI, bhir & Xebuzeten Turl, pada tanggal 26-03-1576 (due
poluh enam Maret sefbu sembdilan ratus tojuh pulth cnam),
Wiraswista, Warga Negara Inconesia, berternpet Yinggal ¢ Sabupaten
Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Dese Agungan, Rukun Tetangge
Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : §3; ——— e icmmncias

4, H.YUSUF, kehir & Kabupaten Mrobes Lor, peda tanggal 12-07-1945
{duz bels Julf seribu sembian ratus empet puich Bma), Wirzseastz,

Warga negira Inconesia; bertemzat tingge! o Kabuosten Mbrezes Lor,

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN “ALAMAK"
NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dus boles Desember Cua ity

00 Botag): st
Pulesl 14,00 WIS (empat belas Waktu Indonesia Barat); «————————
Berrecapen dengan seye, KOSIM SUKOSIM, Surjena Hulum, Magater
Xenctasiztan, Notars o Xabupaten Kadungors dengen Wisyah Jabatan
Proginst Jowa Barat, Ghadii oieh saloi-Saks! yang seya. Notarls kenal éan
namenamanys skan discbutian ceds bagian akhir 3kia infs -
1. Tuan Sutisna, lzhir ¢f Belubur, pace tangsal 13-11-1966 (tige beles
Nopember seribu sembian ratus enam pulkih eram), Wikasaasia,
Wargs Negara Indoncsia, bertermpat tinggal of Kabupaten Bredes,
Kecameten  Ketanggungan, Mohrghen/Dese  Dukubatss, Ruian

Tetangga Nomor: 07, Rukun Warge Nomor: 07; wwssmereremeeeeeee
Pomepang  Kartu  Tente Percuduk  cdengan  Nomor  Incuk
Kepencudukan : 322817131 1660002; ——— s

Menurut keterangannya caldm hal nf DErEREAK: —eem—mreeeees

&, Untuk diri sendiel; -

b Seiawu kuesa dari Can Oich iarena Bu sah mewali uniuk dan s

RTINS e e e et o b i b e b T

Cecamatan  Ketanggungan, Kelurahan/Oesa  Ketanggungan, Ruamn

Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; =-=——r"

Pemeganyg kirty Tands Perduduk Nomer © S582/1269977777; ~—
Para penguacas teiah dienal oleh Sayd, Notafl, ==

Pare perghodep be-tindek schegemany terseiut f otas, dengan i
menerangian tesienin dohuls scoagal beriiy —=emrrmem e
- batwa guna meningiatian kesejehterzen rayet dan mencercesian

hehidunan  basgse tentona delam  bideng pendician  serta

sty wodah untuk g TR

bahwa wadah tersebut merupakan suatu Badan sosiyl daam bentuk

YEYASA, -t e e e
bt untek mescagel tujuin derl anggota-enggotanye lersebul
mereka telah memisahian dadi kelunen mereia yaitu berupe wang
tunal sebessr Rp 100.000.000,- (seratis juta nuoish) yang
diperuntuidan sebagd kolupyaan 2wl Yayasan; ——wssmemmme—mes

Sehuburgan dari segel 202 yang cluralian di 223, maka pi peaghadap

dergan ial menecangian telsh bersenakat dan teish berseluju mendivian

sebush Badan Mulum yeng berbentuk YAYASAN dengen anggaran casar

sebagei beriagt:

neresnerrmemmnerneeneeers ANGGARAN DASAR «vivsssnsrsvmsrean
creseenansrranes- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN wsomssemremmemees
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c. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Contoh Berita Negara
Tentang Pengesahan Yayasan Tentang Pengesahan Yayasan

semws
&
‘
é
:?‘
z KEMENTERIAN ITUKLUSM DAN TLAK ASAS NUSEA REFUISLIK |
ﬁ DIRFETORAT JENDERAL ADMINISTRAS] HHUKUM UM
#
L KRPLTUS AN M1 'HTR‘I UKUM DAN HAK ASAK] MANUSIA nwnm (R
) IWHOR © AU ALED AN 0104 Tabusn 201 YAYASAN
TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN Tambahan Berita - Negara R.1. Tanggal 11/5 - 2007 No. 38.

Fcr!;umum.)n dalam Berita-Negara R.I. sesual dengan ketentuan
Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

MM TERI MUK AR ASANI MARUSIA REPUBLIR INDONESIA,

Menkpbang | Babwa ttelsh Jilaskotan puaclibn tchadep Akl a Yayssen yeg @
an hopeds Kemvonowrian |lukam Doa Hak Axaal M ki tevsahit
il ool sehagykivaan st dalam parstian ponesdisg andeigan, whingra Jakarta, 27 Desember 2006
dape dirmhban.
joma i " v
Mer it 1. Undasgamdung Nowsor 16 Tshon 7001 lentang Yaywisn (Lombaran Negars Romar .09-569 "-"FJ‘E“’ Yth.
Tahur 2001 Nomcr 11 Tambdun Lamberan Megars Lampiran: - Notaris Haji Muhammad Irnawan
Hepnhld,  Inehuscris Movmor 41133 jonetn Usdwag-mutary Repwbiik Indonesia L Dareri, SH, MM
Komor 28 Tabon 2004 tootag Pembatian ey Urdeeg wadang Namor 16 Tahon Perihal @ Vayasan Estu Ulom ek :
2001 teataig Vivasan {Lombarss Negar Republik bndoneais Tehsa 2004 Nomor erinal ayasan Estu Utemo Jalan Kates Nomor 47 B
115, Tanhshan | embaran Nepars Repubtil Iadoneiis Nemer 430), Boyalali
7. Dostwan Pouivintah Repablil Jodenmia Now & "
sl o e e Moo g Pl Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XI1/2006 tanggal
11::::»-4...““:‘"3:1“ T el el 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,
i dengan ini kami beritahukan batwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
! MEMUTUBKAN EstuUtomo, berkedud Lkan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolall, Kabupaten
Aenetwptan B
PERTAMA ©  Musmburiban Pengesatan Abts Prrafirion Boyolall, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20
ot 2 i i
YAYASAN DHARMA HAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA Oktober ‘.v + yang dibuat oleh Saudara, da‘ﬁlm raﬂg_‘ka penyesualan
HEWP | 00083 E 216,006 dengan Pasal 7L ayat (3} Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004
A b R ol il tentang Perubahan atas Undang-undang Momor 16 Tahun 2001 tentang
Watorshon Wenoesio, Kasmmetan Marpiman: Dasl Pikpnbirs, Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan
mpan Ak w16 1 Jell 2010 it o Notar in e "
:.;[N:\L:ﬂ‘; i Ko is:-uhl-ml 1w o iaptdt 3 Dentkian untuk diketahul.
7 REDUA i becrlake sink vegael diseephen i aan DIREKTUR JENDERAL
i Diczaplan & Jobarts ADMINISTRAS]T HUKUM UMUM

padaisnggal 23 Dkiober 2010
DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
KIP, 040039881

A MENTERIHUKUM BAN HAR ASAST MANUSIA RIE i
DIREK TUR JF SINIETRAS HLHC L

Ag

Contoh Keputusan Menkumham Contoh Keputusan Menkumham
Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1 | Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2

T e la et ae iy 2‘

H
e ?
e KEPUTUSAN MENTER] HUKUM DAN HAK ASASI MARUSIA M i LAMPIRAN KI DAN HAK
HOMOR ANU-D119£.50.10.2014 i gt HOMOR ANY-03304.50.10.2014
TINTANG i L TEMTANS
PENGESAHAN PENCIRIAN DADAN HUKUM | i MGESAHAN PENDIRIAN BADAN
YAYASAN AS-SUNNAH PAUANG y | TAYASAN AS-SUNNAH PADANG
! DAN HAK REPUBLIK INDOMESIA ¥ g HAK REPUS
| |
1| Merimban 4. Bkt TN et R YA 34 s A e 91 bl g
! Tanggal 01 jub 2014 tentana Perveratan Bacan Hibum Yayeren ASSUNKAN |
{ PABANG tingge! 02 Juli 2014 dencgon Nerrar Perdafiaran $013670213 100060 ||
i tetih b wwnm«nwnw haam Vayasa it i FIRDALS 1371047909770002
4 L} Tl a, ot | i JONES VENDRA 1471071 43673002
{ menetsckan Legstusan Mentent bbum €6 mb Asasl rsncha teotany | i | AHMAD DANIEL LC 1231280702 K1008%
| Pergesanan Bedan Hukum Yayasan AS SUNNAN PADANG ! i MUMAMMAD AREF, AX 1371031104R2000% -
1 i ks, i EIVO MARTIIS L310S3006K3N1S ¥ );
! b i i t mmvmnnmmmwwum 1331030301810091 1
el MUTUSKAN: | ! ARG CANGAA D AITRA 37104011 7R3608% 12
S I 1 YOG SATTMLY L umsfﬂa: |
KA i Jedoteatin ik oo i e d i riie iy y : |
| Brekartorhikan gi KOTA PABASG, setsi gengan Akts Home: ls!mwv ot ot 2014 | k i FACHAY INGRA 1311040607900 =
= K ng bt i NS TULMARNL S0 ek styduakan & LDTA Wi L NOVIZARDI 13T1040603TRO0NG. % 5
KEDUA Kegmamn v hestalu sepk tangoal deetarien { |2 Susuran Droan Yayaen {2
| i | HAMA wo cACAN JABATAN 15
1 1 | KTP/PASSPORT  YAVASAN
i | 1 | TIRDAUS 13710420097 0007 PEMANA T SKETUA. 3 s
Citetagaan e ki, Targes! 02 Jb 2914, 1% 11 joues venosa 1471031406 75002) FEMBINA  ANGGOTA
| | | i® FEMBA | ARGGOTA
1 M"F"""’"‘":‘:“m" PRIACHIE WAV L) || MUMAMMAD ARIEX, A 13T100110AEZ0003 PEMSINA ANGGOTA 7
' REFUBLIK NDONESIA 1 y ¥ i AR Rt .
i DIEKTUR JENOERAL ADMISISTRASI MUK Uaae, | e g APEMENA  ANGUOTA
| 3 iz o AGh M Fad | 13TIO30507810001 PENGURLS.  KETUAL
! e B i AN LU TR RS OEHORUNRAL
it R, AIDIR AMIN BAUD, DFM, i YOOI SATEALY 13FI0ALIDY00T FENGURLS  SEKRETARTS 2
| WIP. 19501120 198810 1 0L X | sumAR M 1Y oL MU R TR
1 CxCHTAK PADA TANGGAL G2 il 2014 B L] o woma 1704360370500 PENCANAS ANCGOTA
. i DAFTAR YAYASAN NOMON AML-03364.30.10.7014 TANGGAL 0F Jull 2014 * NOVIZARD, STI0200764300  PENGAWAS
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d. Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan
UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASL MANUS!A
REPUBLIK INDONESIA .
DIREKTORAT JENDERAL . ) ) ‘
ADMINISTRASI HUKUM UMUM- o
JI-H. R. Rasuna-Said Kav.:6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 — Hunting o

" Jakarta, 27 Desember 2006

. CoHT 01 00-5 - . Kepada Yth.
Nomiar o c HT.Ql.QQ—SGQ . Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Lampiran  : -

Perihal : Yayasan Estu Utomo

Sehubungan dengan sufét Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal
15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,
dengan. ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal Kecamatan Boyolah, ‘"Kabupaten
Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober
2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal
71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 ten_tang?erubahan atas
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayéééﬁ; telah kami terima
dan kami catat dalam daftar yayasan

Demiikiah: untuk diketahul

DIREKTUR JENDERAL

NIP. 040039881

bd
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€.

Contoh Masalah Badan Penyelenggara

PTS dan Penyelesaiannya

AN PENYEL
.| Nama Badan Penyelenggara yang
tercantum  pada SK Pendirian/

Perubahan PTS berbeda dengan nama
Badan Penyelenggara Pengusul, karena
telah didirikan Badan PenyelenggaraJ

baru oleh Pengusul.
.| Nama Badan Penyelenggara yang
tercantum  pada SK Pendirian/

Perubahan PTS berbeda dengan nama
Badan Penyelenggara Pengusul, karena
telah dilakukan perubahan nama Badan
Penyelenggara oleh Pengusul.

Mengusulkan Perubahan  namal
Badan Penyelenggara sebagaimana
tercantum pada SK Pendirian/
Perubahan PTS sesuai dengan|
nama Badan Penyelenggara yang
baru kepada Dirjen Dikti.

.| Nama Badan Penyelenggara pada SK
Pendirian/ Perubahan PTS samal
dengan nama Badan Penyelenggaral
pengusul, namun Badan Penyelenggara
tersebut didirikan dan disahkan sebagai
Badan Hukum dengan nama yang sama
setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS
terbit.

.| SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang

Mengusulkan kepada Dirjen Dikti
tentang penetapan kembali Badan
Penyelenggara yang telah berstatus
badan hukum sebagai Badan
Penyelenggara PTS sejak  PTS
tersebut didirikan.

sehingga tidak dapat diketahui
kronologi Badan Penyelenggara PTS
tersebut.
.| Nama Badan Penyelenggara PTS|Mengusulkan kepada Dirjen Dikti

sebelum Pendirian/ Perubahan PTS
tidak berubah namun ada kekeliruan
penulisan pada SK Pendirian/
Perubahan PTS.

tentang pembetulan nama Badan
Penyelenggara sebagaimanal
tercantum pada SK Pendirian/
Perubahan PTS sesuai denganr
nama Badan Penyelenggaral
sebagaimana tercantum dalam SK

Kemenkumham tentang
pengesahan Badan Penyelenggara
sebagai badan hukum.

.| SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak
menyebutkan nama Badanr
Penyelenggara PTS.

Mengusulkan penetapan kepadal
Dirjen Dikti tentang pencantuman
nama Badan Penyelenggara dalam
SK Pendirian/ Perubahan PTS.
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f. Contoh Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap

Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan....
Sk Menkumham No....

Perjanjian kesediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan....

Pada hari.... tanggal.... Tahun.... Bertempat di..., para pihak yang bertandatangan di

bawah ini:

* ...(nama) ketua pengurus *Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan...., alamat....,
Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

+ ....(nama calon dosen tetap), alamat.... (sesuai kartu tanda penduduk),
Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesediaan pengangkatan dosen tetap
*Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan...... Dengan kententuan sebagai berikut:

Pasal 1
Pihak pertama bersedia untuk mengangkat pihak kedua sebagai dosen tetap
*Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh
tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai
peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/ Institut/Sekolah
Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dikabulkan.

Pasal 2
Pihak Kedua bersedia untuk diangkat Pihak Pertama sebagai dosen tetap *Yayasan/
Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma
lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan
perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi*)....
yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 3
Dalam hal izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota
domisli kampus induk (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*)....

Pasal 4
Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama
untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pendirian
(Universitas/Institut/Sekolah  Tinggi*).... ke Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat
untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

...........................................

*) Pilih salah satu
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g. Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi Akademik dari
Badan Penyelenggara

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Playuningbanyu Ngeli
Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 — 54378 Fax: 020 — 54987 — Email.
ngeli@yayasan.com

Nomor :..../YYS/.../2020
Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi Akademik

Kepada yang terhormat,

Rektor/Ketua

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja
Keli Di tempat.

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi
Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli,
melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum
Nirlaba lain*.... setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut
dapat menyetujui penambahan program studi Akademik pada
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli dengan Program
Studi sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*

2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan
Program Studi Akademik tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan, ............... 2020
Ketua Organ Badan Penyelenggara**,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

*) Pilih salah satu
**) misal Ketua Pengurus Yayasan
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h. Surat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Rencana
Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS

Senat
Perguruan Tinggi XYZ
Alamat: J1. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 - 54453 (hunting) Fax: 020 - 54654 - Email: senat_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : ../SU/.../2020

Hal . Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Swasta Tentang
Rencana Pembukaan Program Studi Akademik sebagai
Penambahan Program Studi

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,

Rektor/Ketua

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* ..........
Di tempat

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi Akademik
sebagai penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*....... ,

melalui surat ini Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* ...... dalam Rapat Pleno
tanggal .....coovniierninninanens telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat
merekomendasi Rencana  pembukaan  program  studi Akademik pada
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* ......... dengan Program Studi sebagai

berikut:

1. Program Studi ...........e.eeee pada program Sarjana/Magister/Doktor*

2. Program Studi ................. pada program Sarjana/Magister/Doktor*

3. Program Studi ................. pada program Sarjana/Magister/Doktor*

4. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan izin pembukaan
Program Studi Akademik tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di
Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, 2020
Ketua,

*) Pilih salah satu

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM
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i, Rekomendasi LLDIKTI Untuk Pembukaan Program Studi Akademik
Pada PTS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH....

JHLATE oo NO:ow Kotawmmmmmvonsovanes
TelePOn..cccuiuiiniriirnireriiersiieninrareiiisssiesseesanas
AT coomsmsnsurmssmpieismoesnas Email: cooeeveiiiiiiiiieennns
Nomor
Lampiran D -
Perihal - Rekomendasi Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS
.......... L e 10214
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta
Memenuhi permintaan Rektor/Ketuai ........ , maka berdasarkan Permendikbud

Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami
miliki tentang:

« rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;

» rekam jejak Universitas/Institut/Sekolah Tinggis;

. tingkat kejenuhan berbagai program studi Akademik yang akan dibuka; dan

. tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut jika diberi izin oleh
Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan: rekomendasi pembukaan
program studi Akademik pada Universitas/Institut/ Sekolah Tinggis..., dengan
Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktors

2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/ Doktora

3. dst
sebagaimana diajukan Rektor/Ketua....
Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Tembusan:
Badan Penyelenggara

1 Pilih salah satu
2 Id
31d
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DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001




